
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Tanggung jawab hukum notaris pengganti yang melakukan kelalaian
dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan:
studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim = Legal liability of the substitute notary who
performs negligence in making the deed of statement of meeting
resolutions foundation trustees: case study of District Court decision
East Jakarta Number 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim)
Muh. Iqram Putra, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20523726&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris mengatur

bahwa notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan

notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban

untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam

perbuatan hukum. Pada kenyataannya, terdapat notaris pengganti yang tidak menjalankan kewajibannya

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Salah satu contoh tersebut terdapat dalam

Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang merupakan gugatan perbuatan

melawan hukum kepada seorang notaris pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat pembina

yayasan yang melanggar mekanisme pelaksanaan rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yayasan

tersebut dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan

adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil

analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa akibat dari kelalaian notaris NA dan ER, maka

Akta pernyataan keputusan rapat beserta turunannya tersebut menurut putusan pengadilan tidak berkekuatan

hukum. Artinya, akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Adapun pertanggungjawaban notaris secara

perdata adalah ganti kerugian atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, secara pidana dengan dasar

pelanggaran atas Pasal 264 kitab undang-undang hukum pidana, dan secara administrasi adalah berupa

teguran dan pemberhentian sebagaimana terdapat pada Pasal 16 ayat (11) undang-undang jabatan notaris.

......The provisions in Article 1 point 3 of law number 2 of 2014 concerning the position of a notary stipulate

that a notary is to be appointed as a notary to appoint a notary who is on leave, sick, or temporarily unable to

carry out his position as a notary. Article 16 paragraph (1) of the notary position law states that notaries have

an obligation to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and protect the interests of

parties in legal actions. In fact, there are notaries who are not in accordance with their obligations as

regulated in the notary position law. One such example is found in the East Jakarta District Court number

90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, which is a lawsuit against the law against a substitute notary who made a

statement on the decision of the foundation builder meeting which violated the implementation of the

meeting as stipulated in the articles of association. the foundation and resulted in the deed being null and

void. The research method used is a normative juridical approach with the application of laws and a case

approach. The results of the analysis obtained in this study are that as a result of the negligence of notaries

NA and ER, the deed of decision statement and its derivatives according to the court's decision has no legal
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force. That is, the action is considered never existed. Non-civil liability is compensation for lawsuits against

the law, criminally based on violation of Article 264 of the criminal code of law, and administratively in the

form of warnings and restrictions as contained in Article 16 paragraph (11) of the law on the position of a

notary.


